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Prawacana
Rekomendasi
Hasil Seminar Nasional

LABORATORIUM Politik Lokal dan Otonommi Diaerah, Jurusan lmu
Pemerintahan Universitas Lampung dan Program Seudi Magister Ilmu
Pemerintahan Universitas Lampung memberi sumbangsih pemikiran dalam
rangka perbaikan Undang-Undang Pemerintahan daerah dengan
menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema; "UU Pemerintahan
Daerah: Sclusi atau Masalah yang Baru 7, pada tanggal 30 Okiober 2015
bertempat di Universitas Lampung.

Pembicara utama dalam seminar ini adalah para penggiat Timu
Pemerintahan di Indonesia yakni; Professor Purwa Sankoso, Ph.D, D Syarif
Makhya  MIP UNILA), Hertanto PhD ( MIP UNILA), Dr, Suwondo ( MIP
UNILA), dan Syafarudin, MA (Labpolotda UMILA). Pemmbicara dari prakitisi
adalah Dr. Pahada Hidayat {perwakilan APKAS] Lampung). Peserta yang
hadir beraneka ragam dari unsur akademisi, mahasiswa, wartawan dan
perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Lampung. Adapun
fujuh butir rekomendasi kami sebagai hasil seminar ini adalah sebagai berikut:
1. Seminar ini memandang UL No.23/2014 menegasikan demokrasi

partisipatif atau cacat secara proses pembuatan kebijakan karena tidak
adanya uji publik dan keterlibatan policy networks seperti Pemerintah
Diaerah, Kampus, masyarakat sipil dan sebagainya, Untuk itu kami
menghimbau agar peraturan teknis turunan UU ini jangan hanya
menjadikan pemerintah daerah, kampus, masyarakat sipil, dll sebagai
objek sosialisasi kebijakan saja setelah aturan dibuat, namun haruslah
meelibatkan mereka secara aktif dan partisipatif dalam proses kebigakannya,
4 Seminar ini memandang perlunya semangat nawacita Presiden Jokowi
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vang merekomendasikan asymetric decentralization yakni penguatar
khas masing-masing dacrah ketimbang penyeragaman oleh pusat se
terelalisasikan,

3. Seminar ind bersepakat babwa UL Mo, 23/ 2014 telah kehilangan sema
otonomi daerah yang merupakan cita-cita reformasi 1998 UL i
mempunyai semangat dan misi resentralisasi ala orde baru ketiml
otonomi daerah,

4. Seminar ini menilai perlu adanya pemahaman yang benar tentang ofon
sesuai dengan Undang-Undang Dasar vakni dilakukan secara sel
Iuasnya. Kamifoga menolak autarkhi yakni daerah berbuat seman-mau

5. Seminar ini mengingatkan kembali bahwa daerah jangan diposis
sebapai taklukan pusat, namun daerah adalah mitra sejajar pemeri
pusat dalam menjalankan pemerintahan demi mewujudkan cita
hangsa.

6. Seminar ini mengingatkan kembali tentang semangat membangun
nisia dari pinggriran, membangun Indonesia dari daerah bukan dari Jak
Membangun Indonesia secara bottom-up ketimbang top-down,

7. Seminar ini menyadari akan adanya kelemahar: UU 32 ¢ 2004, na
salusinya tidaklah dengan merampas kewenangan yang merupakan
dasar pembangunan dacrah namun dengan meningkatikan pengawe
Urntuk itu daerah perlu diawasi socara demokratis dengan meliba
partisipasi masyarakat bukan dengan mencabut kewenangan,

Dremikianlah rekomendasi semimar nasional “UU Pemerint

Dacrah: Solusi atan masalah baru T Semoga Tuhan vang Maha Esa mer

setiap usaha kita memperbaiki bangsa ini.
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UU No. 23/2014 dan Menggagas Model
Pilgub (Catatan untuk RUU Pemilukada)
Olieh Arizka Warganegara

Membaca UL MO.23 tahun 2014, Lmdat@tﬂﬂﬂg;hrtmgl’hnm
Daerah yang baru seolah berada pada sebuah titik (di) antara. Undang-undang
Paru nd bisa lebih mem-balance-kan kontekstualitas dan eksistensi pemerintah
daerah menjadi lebih priedent atay sebaliknya membuat pemerintah daerah
kembali dalam skema shadow sentralisasi

Undang-undang yeng terdiri dari 411 pasal itu telihat sangat ' germuk’
aan super-duper, Saya bisa memperkirakan undang-undang ini ‘kemungkinan’
dan bisa jadi menjadi undang-udang mengenai pemerintah daerah yang
tertebal seantero dunda. Semug aspek kepemerintahan menjadi bagian yang
#eolah ingin dibahas walaupun pada bagian lain, undang-undang ini juga
akan dilengkapi dengan dua LU lain, yaitu UL Pemilukada dan UU
Pemerintahan Desa. Kita tentunya ingat bahwa salah satu poms penting
reformasi adalah penyelenggaran atau implementasi penuh terhadap obonomi
daerah. Kabupaten dan Kota sebagai pusat kecenderungan dan sentral
pengembangan demokrasi lokal,

Pada bagian lain, pasal mengenai pemilihan kepala dasrah, yaitu
pasal 62 berbunyi: “ketentuan pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-
undang”™ menurut saya masih ambigu dan saya tidak tahu sudah sampai
manakah pembahasan detail mengenai model pemilihan untuk gubermur
tersebul, Dilain sisi ketika membaca U Mo, 23 tahun 2014 terlihat jelas hahwa
peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah begity besar, Di
sela UL Pemilukada yang masih di-godok, menarik untuk mendiskusikan
wacana Pemilihan Gubernur, tentunya ada kelompok yang pro dan kelompol
yang kentra. Bagi kelompok yang menyukai rezim Pemilukada terutama
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Pemilukada di level provinsi mengatakan ini adalah bagian dari skema
pengulangan “kelakuan” rezim orde baru yang sangat sentralistis dan
manipulatif, akan tetapi dipihak yang lain mengatakan bahwa ini adalah
bagian naluriah dari proses demokrasi yang menganut logika fral and error
{coba dan salah) sekaligus bagian dari upaya penataan ulang rezim pilkada
yang cenderung menyebabkan in-¢fisiens demokrasi.

Opsi Pemilihan Gubemnur

Jika penghapusan Pilkada di level provinsi maka terdapat beberapa
apsi bagi Pemilihan Gubernur kedepan, beberapa opsi tersebut akan terurai
dalam tulisan berikut ind:

Opsi pertama, Gubernur akan dipilih langsung oleh Presiden
arpumentasinya adalah bahwa dalam konteks negara kesatuan Gubernur
bertindak sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah maka secara politik
Gubernur memegang kewenangan vang diberikan Presiden kepadanya dan
mempunyai inisiatif kewenangan bagi daerahnya sebagai bagian dari
pemberian mandat Presiden kepada Gubernur tersebut.

Opsi kedu, Gubermir akan dipilih kembali oleh DFED secara murmi
melalul mekanisme pemilihan keterwakilan. Secara detail penjabarannya,
setiap anggota DPRD mempunyai satu suara untuk memilih Gubernur hal ini
merujuk kembali seperti pada UU WNO.22 Tahun 1999, diawal reformasi,
Gubernur, Bupati dan Walikota memang dipilih oleh anggota DFRD.

Oypsi ketign ini merupakan usulan penulis yang menurut saya sebagai
bagian dari kompromi politik, pada tahap awal para Calon Gubernur akan di-
fit ared proper test oleh para anggota DPRD kemudian hasil dari fit and proper
test diajukan kepada Presiden. Atau mekanisme sebaliknya Presiden yang
menentukan satu atau lebih Calon Gubernur kemudian DPRD yang melakukan
fit and proper test dan kemudian dilanjutkan untuk memilih satu diantara
beberapa nama yang diajukan Presiden tersebut, proses seperti ini sudah sering
dilakukan oleh Presiden sebagai contoh misalkan pemilihan Gubernur Bank
Indonesia.
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berapa Kekurangan dan Kelebihan

Memang ketika kita menilik berbagai kemungkinan opsi tersebut
sing-masing mempunyai kelehihan dan kekurangannya

Padr opsi pertiama misalkan, ketika Gubernur sebagai kepala daerah di
uih provinsi murni dipilih oleh Presiden maka yang akan terjadi adalah
uah subjektifitas politik. Sebuah “fema” besar yang sebenarmya sangat kita
dari di era reformasi, masih ingat misalkan di era orde baru betapa paliti
s menjadi sangat kental terutama untuk pengisian pos Bupati, Walikota
1pai Gubernur. Dengan konsep teritorial politik maka setiap pejabat yang
nedudubi pos-pos fersebut mesti ditunjuk dan mendapat “resin” secara politik
1 Presiden, sehingga kepemimpinan politik daerah tidak bisa berkembang
gan baik apalagi bicara soal penataan demokrasi di level lokal,

Walaupun dalam mekanisme seperti ini ada kebaikannya terutama
i menjaga ranah integrasi bangsa, dengan konsep teritorial politik melalui
sanisime Gubernur ditunjuk olsh presiden sepert ini maka secara politik
sep Linitary State atau Negara Kesatuan akan terjaga dengan baik.

Pada opsi keshea, Gulbernur dipilih oleh anggota DPRD, dengan model
f, kiedua ini kita pernah melakukannya dan pada waktu itu diatur dalam
NOLZ2 Tahun 1999, Secara umum memang model pemilihan murm melalyi
anisme DFRD ini sangat murah dan mudah teknisnya, panitia pemiliban
va menyiapkan kertas pemilihan dan kotak pemilihan kemudian
ilihaan pun dagat d ilaksanakan, Kelemahan dengan model sepert ini, akan
di kenfigurasi politik daerah yang Legeslative Hewvy dimana lembaga
latif akan lebil mendominasi perjalanan pemerintah daerah, logikanya
ra politik Gubernur dipilih oleh anggota DPRD.

Menurut saya, opsi vang paling ideal adalah opsi yang ketiga yaitu
nangan DR hanya sampai pada tahap melakukarn fit and proper tesi
vrhadap para kandidat Gubernur tersabut, Langkah selanjutnya DPRD
kukan perang kingan berdasarkan pembobotan kuantitatf dari calon vang
iliki skor ertinggi sampai terendah, mekanisme selanjutnya name-nama
| Gubernur tersebut diserahkan kepada Presiden untuk kemudian dipilih
alam konteks ini hak prerogratif presiden untuk menentukan gubernur
ih. .
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Makanisme ini menurut aya sangat kompromis dibanding}
dengan opsi pertama atay kedna, secara politik kepentingan elit politik o
terakomodasi, disisi lain kepentingan presiden sebagai PeMENgANg man
kekuasaan tertingy fuga terakomodasi Walaupun mekanisme yang ketiga
akan sangat sulit untuk diakomodasi,
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